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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN -‘DAERAH . FINGKAT II. BANYUMAS

“SERI B TAHUN 1988 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH L{ABUPATEN DAERAH TK. 11 BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 1988
TENTANG

PELAYANAN KESEH ATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN DAERAF TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang

‘Mengingat

O 1)

[y
L4 N

bahwa :dalamiraiigka peérluasan jangkauan dan pepingka-
tan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat maka mutu
dan jenis pclayanan'pada Pusat Keschatan Masyarakat
‘perla ditingkatkan' dan dlkcmbangkan, o

bahwa Pcraturan Dacrah Kabupatcn Daerah’ Tingkat II
Banyumas Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pelayanan ‘Kese-
hatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Ting-
kat 11 Bmwumac yang disahkan _oleh. Gubernur, hepala
Daerah Tingkat I Jawa Tquch tanpgxl 19 Oktober 1987
Nomor 188.3/370/1987 dan dimuat dalam" Lembaran Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor: 1 Ta-

‘hun 1988 Seri B belum mengatur tentang pelayanan-kese-
" hatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten

Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah.

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang PoLoL-
pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-undang Nomor 13 Tahun - 1950 tentang Pemben-
tukan Daerah-daerah téabupatf:n dalam Lmrl\ungan Pro-

pinsi Jawa Tengah. -

:;Undang undang Nomor 12 ,Drt Tdhun 1957 tcntang Pera-

turan ‘Umum  Retribusi Daerah.
Undang—-undang Nomor 9 Tahun 1960 tcmang Pokok-pokok



2

Dengsn P¢
Tingkat 1]

Menetapkan :
£y "~ II BANYUMAS

e 2 o
" —
PR - Yoy,

Keschatan.

5, Peraturan Peme

rahan Sebagian
ada Daerah.

rintah No. 7 Tahun 1987 tent,,
Urusan Pemerintahan dalam bid‘.n
g

rsetujuan Dew
Banyumaso

MEMUTUSKAN

URAN DAERAH KABUPATEN DAERAH Tiygg
TENTANG PELAYANAN KESEHA,:
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DIK ABU:"
TEN DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS. i

. PERAT

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

. kup pemo
_ ndok:
A an, Pcnggunaa‘n alat kedokteran dan fasilitas

Pemerintah Daerah jalah Pemecrintah Kabupaten Daerah Tk. II Banyuma
Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tiogkat 11 Banyumas:

Dinas Keschatan Kabupaten ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daersh
Tingkat II Banyumas; | s

Kepala Dinas Kesehatan ialah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Da-
erah Tingkat II Banyumas;

Pusat Kesehatan Masyrakat yang selanjutnva disebut Puskesmas adalab

sz:latu s:rana yang mclaksanakan pelayanan upaya Kesehatan sccara pari-

ﬁa::: Kc}l))ada masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kese-

kCSChataz ?ePagen Eaerah Tingkat II Banyumas dalam bidang pelay3d
rm : ) ,

Tow Aol (BKaIsX);dldalamnya Balai Pengobatan, Balai Kcschat‘an bu

Kepala P ‘. : :
Difaasakiis::mas ialah dokter yang memimpin Unit Pelaksana Teknis
an Kabupaten Daerah Tingkat II Bahyumas; .

Puskesmas ¢ ‘
- ~dengan Rawat Nginap/Rawat Tinggal ialah Puske

kegiatan fungsio y
ungsional yang dilakukan olch tenaga . keschatan, yan8
Jajnoya ¥

smas deng?”
mencd”

: i p
dipakaj penderita ank

- w

?
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P . -~ -
uskesmas tanpa Rawat Ngindp/Rawat Tinggal ialah Puskesmas dengan

- kegiatan fungsional yang-dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mencakup

penggunaan alat kedokteran dan fasilitas lainnya yang dipakai penderita;

Puskesmas Pembantu ialah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang

. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja

Puskermas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas;

Puskc:ir.rllas Keliling ialah Puskesmas dergan kegiatan pelayanan kesehatan
yang dilakukan dengan cara mengirim tenaga Puskesmas yang dilengkapi

dengan mobil Puskesmas Keliling dan alat medis serta obat-obatan menu- ¢

ju suatu lokasi untuk mendckstksn pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Pelayanan Kesehatan ialah pelayanan dalam bentuk Rawat Nginap / Ra-

wat Tinggal maupun Rawat Jalan yang dilakukan oleh Puskesmas;

RurTmh—Sakit Umum ialal} Rumah Sakit Umum Banyumas dan Rumah
Sakit Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat JI Banyumas; '

Kas Daerah ialah Kas Dacrzh Ka.bupztcn Daerah Tingkat II Banyumas,
B AB II
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS
Pasal 2 "

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, ditangani tenéga-tenaga medis, para
medis dan non medis yang bertugas di masing® bidang yang bersangkutan; .
Puskesmas scbagaim;ina dimaksud dalam ayat (]) Pasal ini meliputi :
a. Puskesmas dengen Rawat Nginap/Rawat Tinggal;
b. Puskesmas tanpa Rawat Nginap / Rawat Tinggal;
c. Puskesmas Pembantu;
d. Puskesmas Keliling.
Tenaga Medis, dan para medis dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib me-
nempati rumah dinas Puskesmas yang telah disediakan. :

: Bagian Pertama

Puskesmas dengan Rawat Nginap [ Rawat Tinggal

Paragraf I

Pelayanan Xeschatan dengan Rawat Ngicep iRawat;Tingggl



F \ e

Tempat Per
Tinggal dap

" dilakukan selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah dirawat.

Pagal 3

Puskesmas dengan fasilitas Rawat Ngiﬂlp/R‘

dengan Sistim Kelas.,
Pasal 4

awat Nginap/Rawat Tinggal diwajibkan menyamp.i

Penderita dengan R ' - i 5 .
a. Surat Pengantar dari dokter yang mcmcr‘lksa, ccugh bagi penid

gawat darurat; o
b, Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang disahkan ojey Camgy

bagi pénderita yang kurang mampu;
c. Surat lain yang dipandang perlu oleh Puskesmas atau dokter _m"_:

awatan pada
at ditentukan

ditunjuk
Penyerahan Surat Keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasa] j;

Pasal 5
Kepala Puskesmas menetapkan makanan dasar dan makanan tambahy

setiap harinya bagi pendernta.
Makanan pantangan hanya dapat ditetapkan atas perintah dokter yang

merawat penderita.
Pasal ©

Puskesmas dengan fasilitas Rawat Nginap / Rawat Tinggal dapat menye-

“diakan pakaian bagi penderita yang dirawatnya.

PcPdcrita sebagaimanz dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat mema-
kal pakaian penderita sendiri yang bersih, rapi dan sopan

Pcnderitz.\ dapat mencucikan pakaiannya dengan dikenakan biaya yal
sarnya ditentukan oleh Kepala Puskesmas yang bersangkutan.

g be

Pcndc’it.a yang mempunyai penyakit menular, wajib mencucikan pekil-
Zf’n}’? di P}ls'krsmas Rawat Nginap/Rawat Tingzal yang bersangkutad atat
icuci sendiri at«s petunjuk dari tenaga kesehatan.

Pasal 7

Dok ;
k‘:hu'tler atau tcnaga yang merawat, berkewajiban memberitahuka
arganya apabila penderita dalam keadaan sakit keras atau

gal dunia.
. i

P : : "
enderita Y?ng meninggal dunia, setelah 2 (-dua ) jam harus segerd

n kepdd
mcﬂin"
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ambil oleh kcluargnnya.

Kepala Puskesmas/dokter YADNE meraw

. 0 : 3 “' > H 3
matian bagi penderita yang me y membuat Surat Kclcrangan Ke-

nimggal dunia,

Atas dasar musyay: »

piks, ¥tEmbaY; ¥,u:l‘{‘:;i‘ dengan Kepala Desa/Lurah dan diketahui  Mus-

apabila setelah 2 ¢ .24 x‘.?a Y;.mg berssngkutan dapat melakukan penguburan
: Jam jenazah belum diambil oleh keluarganya |

‘Biaya penguburan sebapai
: ) ) Baimana dimaksud dal . PR
bankan kepada keluarga atay ahli warisllya.‘ am ayat (4) Pasal ini, dibe-

Pasal §

Puskesmas
hiran ]'cuaz);lng bers.angkutan berkewajiban menyelenggarakan pengu-
y yang tidak mampu dan atau tidak berkeluarga atas tang-

gungjawab bersama dengan K .
sctempat. a dengan Kepala Desa/Lurah serta diketahui Muspika

jcnzzah yang tidak diketal?ui identitasnya atau keluarganya sebelum batas
wa tugcngubl.lr?n sebgaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Pera-
turan Daerah ini, perlu diumumkan lewat media masa yang ada.

]enaza.h L\yang tidak diketshui ideatitas agamanya, tata-cara penguburan-
nya dilakukan menurut agama yang dipeluk scbagian besar penduduk
sectempat.

I?cngan seizin vang berwajib, Puskesmas dapat menyerahkan jenazah yang
tidak diketahu: identitasnya ke Fakultas Kedokteran untuk kepentingan
ilmiah

Demi kepentingan umum, Puskesmas wajib melakuksen perawatan khusus
terhadap jenazah yang meninggal dunia karena penyakit menular

Biaya perawatan sebzgaimana dimaksud dalam ayat {(5) Pasal ini, dibe-
bankan kepada keluarga atau ahli warisnya.
- , Paragrafl 2
Tata Tertib Puskesmas dengan Rawat Nginap/Rawat Tinggal

Pasal 9
dokter yang merawatnya,

Dengan persetujuan Kepala Puskesmas atau
| keluarganya

penderita dapat ditunggu oleh seseorang penunggu
sehagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Apabila memungkinkan, penunggu u .
tempat tidur atau fusilitas lain yang ada.

Pasal ini, diiziukan menggunakan



3.

_Jadwal waktu dan tata
kesmas yang bersangkutan.

— 6 =

. anggu - suasana, sehip
. dan penunggu dilarang menge 8ga
scn'lt;: ngll:;gli:gkﬂngan Puskesmas terganggu ketentramanuya .
cril

Pen, '!_

Pasal 10
tertib pengunjung diatur lebih lanjut oleh cha]a Py
%

Pasal 11
unjung tidak dibenarkan membawa Sering

Penderita, penunggy dan peng _ _ |
apapun yang mecmbahayakan, memakal perhiasan dan bafang-barang ber.

harga lalnnya.

Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal inj, dapyy

2, , .
dititipkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas denga
tanda bukti penerimaan.

3, Kepala Puskesmas tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang sepy.
gaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang tidak dititipkan kepady
petugas. ‘ '

| Pasal 12

1, Demi kesembuhan dan keamanan penderita, petugas yang merawat ber
kewajiban memeriksa bingkisan untuk dan kepunyaan penderita -

9. Kiriman surat dan barang untuk penderita disampaikan lewal petugas
yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.

o Pasal 13 |

1. Bagi penderita pada Puskesmas dengan Rawat Nginap/Rawat Tinggal di
wajibkan membayar uang muka sebesar 3 (tiga) hari biaya pcréwat*ﬂ;

2, Apabila 3 (tiga) hari pertama telah lewat dan atau masih ‘memerlukan
perawatzn, penderita wajib membayar lagi 3 (tiga) hari berikutnya

‘ Pasal 14 |

Kepala Puskesmas dalam hal-hal tertentu, dapst memindahkan pcndcrit; bliz

rle

Rumah Sakit Umum atau memberikan perawatan lebih lanjut dengante

dahulu memberitahukan kepada penderita atau keluarganya.

1.

Pasal 15

5 o t
Untuk pembayaran biaya perawatan, hari saat penderita masuk dad sab
Pendernita keluar dihitung penuh. -



2. Apabila penderita pulang, dirujik, lari. di v
- Bagian Kedua
uskesmas tanpa Rawat Nginap/Rawat Tinggal

Pasal 16
t Wa _ |
lfu;::s}(mca;d:nriislzaw:t Bindp/Rawat Tinggal memberikan pelayanan kese-
a p . yaraxat yang berobat jalan dengan menyediakan segala se-
suatu yang dibutuhkan penderita. . . .
~ Bagian Ketiga R e p—,
Puskesmas Pembantu
RBasal 17
Puskcsm'as Pembantu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang
berobat jalan dengan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan penderita.
Pasal 18

Kepala Puskesmas dengan beberapa pertimbangan dan petunjuk dari Dinas
Kesehatan Kabupaten dapat meaunjuk lokasi sebagai Puskesmas Pembantu

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 19
Didalam memberikan pelayanan kesehatan sehagaimana dimaksud dalam Pasal
17 Peraturan Daerah ini untuk kegiatan fungsional yang tidak dapat ditangani
oleh petugas, dengan pertimbangan medis dapat merujuk penderita ke Puskes-
mas/Rumah Sakit Umum rujukan, :
Bagian Keempat

Puskesmas Keliling .
Pasal 20
n kesehatan kepada masyarakat yang

an pelayana |
akan kebutuhan penderita.

Pasal 21

tan kcpada masyarakat yang (.ii\aksanakan oleh tena-
obil Puskesmas. Keliling ditunjuk oleh Kepala Puse
Kepala Dinas K eschatan. - adgs

Puskesmas Keliling mcmbcrik.
berobat jalan dengan ‘menyedi

Lokasi pelayanan keseha
ga keschatan dan atau m
kesmas dengan persctujuan

~e



L -~ - . Pasal 22

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal lf§, Pasal 17 d.an Pasy) % 8
aturan Daerah ini dilaksanakan oleh tenaga medis, para medis dan nop
di masing-masing bidang yang bersangkutan.
Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan kesechatan sebagaimana dimaksug dal'a'm
16, Pasal 17 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini, penderita yang tidag d:
ditarigam oleh tenaga kesehatan dengan pertim:bangan medis dirujuk ke
kesmas dengan Rawat Nginap/Rawat Tinggal atau Rumah Sakit Umum rujuk,

" BAB II ;

KETENTUAN BIAYA

Pasal 24

Biéya peli’yandn kesehatan ;meliputi sebagian atau seluruh biaya pqmm
kesehatan pada Puskesmas yaitui \ :

medi,

a. Pelayanan keschatan bagi penderita Rawat Jalan meliputi : Biaya adm;.
nistrasi, biaya pemeriksaan, biaya pemeriksaan laboratorium dan"
pengobatan. -

b, Pelayanan kesehatan bagi penderita dengan Rawat Nginap/Rawat Tinggl
mcllput.l : biaya administrasi, biaya pemeriksaan, biaya pemerikssan Ja-
boratorium, biaya pengobatan, biaya Perawatan dan biaya lainnya, .

Pasal 25

a. Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah ) untuk kunjungan/bcrobat pertama kali
dan untuk pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kclliling

b.  Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) untuk kunjungan/berobat ulang.

c.. Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah) untuk pera

Nginap/Rawat Ting '
. gal dan Rp. 500
dokter perhari. d 0

watan seorang penderita Ra“fat
(lima ratus rupiah) untuk Vit

1s Untﬁk‘ pertolongan. ali
sabesar Rp, 15,000 VP St



n.

0.

- bunan lemak

. Varruca Multiple

Penariulum dxlanjutkan
Extractlc kuku

Ekssisi
Skin Grafting kecil

. Circumasiesie - sepit

Bougie

Epulis

9. - Untuk’ biajai opc'rgsi kecil détefitukan sebagai ‘berikut: " "or o 10T 9
a. Lipoma kecil - = Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah)"
b. Verruca Simple/Cuplak - Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah)
. Circulasi Gips tangan - ) Rp. 1:.500,00 (Seribu llma ratus wplah)
" d. Kista Dermoid kecil / Ge- Rp. 1.
/il lcmbung Kulit / p. 500 00 (Scrlbu llma ratus rupla"h)
e. Circulasi Gips tungkai ‘Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)
f. Reposisi fraktur tertutup/ - Rp. 2.500, 00 (Dua ribu lima ratus, rup1a,h)
patah tulang , : '
g. Kista dermoid sedang Rp. 2. 500 00 (Dua ribu. hma ratus rup\ah)"
Lypoma sedang/besar tim-

Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus_tuplah)'

_ Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus ripiah)
~ Rp. 2.500,00. (Dua ribu lima ratus rupiah)

Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah)
~Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) |

Rp. 5.000,00 (Lima r1bu rup1ah) .
~Rp. 350,00 (Tiga ratus lima puluh ruplah)
Rp. 2 500,00 (Dua :ribu lima ratus rupiah)

'
..\

Untuk bxaya pengujian keschatan dan pengganti ongkos blanko sebesar ::

Rp. 500 00 Lxma ratus rup1ah)
Pasal 27 °~° -~ = ¢

Untuk setiap kali penggunaan mobil ambulance [ mobil Puskesmas Keliling
dikenakan biaya sebagai berikut : '

Dalam jarak 5 Km dari Puskesmas :

a.

Pagi hari pukul 07.00 — 14.00

dihitung satu kali angkut" gesuai dcngan
harga 71, liter premium .

Siang hari pukul 14.00 — 21.00 dihitung satu kali angkut sesuai dengan

harga 10 liter premium.

Malam hari pukul 21.00—07.' 0 dihitung satu kali angkut sesuai . dengan

harga 121, liter premium..



- |-

Puskesmar’ berlaku ketentyan
asal ini ditambah 'z liter bap,, ha

b, Dalam jarak lebih dari § Km. dori
dinjtung pulang pergi. ha.

gaimana dimaksud dalam hatul a P
Lar setiap kilometer yaug ditempuly,
Pasal 28

‘bebaskan dari biaya Persay

ang mampu dapat d
i Kepala Desa/Lurah yang .

Bagi pcndcrim yang kur .
irat Keterangan dar

dengan me¢ aunjukkan St

tahui olch Camat.
Pasal 29

Bagi Anggota Usaha Keschatan Sckolah/Usaha Kcschat;an (?igi Sekolah | py,
Pelayanan Terpadu yang memiliki artu Pengenal/Bukti Diri yang memp,,
tuhkan pelayanan keschatan pada Puskesmas dengan Rawat Jalan, Puskesm,
Pembantu dan Puskcsmas Keliling dikenakan 50% ( Limapuluh perseratyy)
dari biaya schagaimana dimauksud dalam pasal 24 dan Pasal 25 Peraturg,

Dacrah ini.
Pasal 30

Biaya pemeriksaan Laboratorium untuk penderita dengan Rawat Nginap | Rs-
Rp. 500,00 (Limaratus rupiah) per jenis pemeriksaan,

Pasal 31

wat Tinggal ditentukan

1. Kepala Dinas Kesehatan mengusahakan penyediaan dan pengadaan obat-

obatan bagi Puskesmas dan mengatur teknis serta administrasioya.

9. Pemerintah Daerah menyedizkaa dana untuk pembelian obatan - obata2
bagi Puskesmas sesual dengan kemampuan keuangan Daerah.

3. Pcnycdiafxn dan pengadaan obat - obatan bagi penderita Rawat Nginap
F{awat Tinggal diusahak:n oleh Dokter yang bersangkutan dengan harg
jusl Eceran Tertinggl (HET).

BAB 1V
PEMBAGIAN PENDAPATAN
Pasal 32

" f’clmQUfa g(cn;r’llmrd(an/pc“fiapatan dui pelayanan keschatan dimalsud bre
al 25, 26, 27, 29 dan 30 Peraturan Daerdh ini disetorsan ke K
gal o

2' 250 ‘1' { Ls .
A’ (d a uluh lima persen) dari [)c:ncrimu;ln tersebut l)""t (l) b ‘.
csm”

disediskan untuk k
ceperluan pembi i
3 ‘ g ; ape N .
dengan periucian; l yaan kegiatan operasional R

a. 159% untuk pemeliharian g
/ ' araan sarana pelayanan k
b. 10% untuk blaya operasional SR OB
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z::lgil\t:m cara penggunaanoya mengikuti ketentuan perundangan yang
BAB V
KETENTUAN PERALTHAN DAN PENUTUP
‘Pagal 33

Dengan pberlakunya Peratu e e
g y ran Daerah ini, maka scmua ketentuan yang

1. _
pertentangan deungan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

I-Ial-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang ber-
sifat pelaksanaan akan distur kemudian oleh Bupati Kepala Dacrah

Pasal 34

ah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

inya, memerintahkanp pengundangan
kannya dalam Lembaran Daerah

o

Peraturan Daer

Agar supayd setiap orang dapat mengetahu

Peraturan Dzerah ini dengan menempat

ten Daecrah Tingkat II Banyumas.

Kabupa .
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Purwokerto, 4 Pebruari 1988
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bupati Kepala Daerah Tk. II Banyumas.
Banyumas. |
t. t. d.
Ketuza, '
t. t. d. ROEDJITO

Drs. H. MOGH. ISKAK
Peraiuran Daerah ini disahkan Gubernuf Kepala Daerah Tingkat I Jawa Te-

pgah dengan Surat Keputusan tanggal 19 September 1988 Nomor 188.3/204,1988
Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Bidang L :

t.t.d.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. : 010 021090

ber 1988 dan dimuat dalam Lembaran
anyumas Seri B Nomor 2 Tahun 1988
Dacrah Tingkat 11 Banyumas.
s Wilayah / Dacrah,

t. t. d.
rs. H. SOEMADI

NIP. ¢ 010 030 804

Diundangkan pada tanggal 17 Nopem
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1 B

Anp. Bupati Kepala
Sekretari

D



PENJELASAN

ATAS
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1§

"RATURAN DAERAH
PLR{\I’LR." / B Y UMAS
NOMOR 1 TAHUN 1988
TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARM(Ar

14 6

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

UMUM. | : -
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang p,,

nyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehataa kepada
Daerah serta sejalan dengan arah kebijaksanaan pembangunan di bidang
Kesehatan, dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara telah digariskan pula
bahwa Pembangunan serta kemampuan pusat-pusat kesehatan masyarakat
akan ditingkatkan sesuai dengan arah kebijaksanzan tersebut. Oleh ka-
rena itu pelayanan keschatan perlu ditingkatkan kemampuannya dengan
perbaikan serta kelengkapan fasilitas - fasilitusnya,

Agar mzksud tersebut dapat tercopai’ maka Dinas Keschatan Kabu-
paten sebagai pengelola Urit Pelaksana Teknis Dinas berkewajiban un-
tuk melengkapi sarana dan prasarana, terutama dalam rangka memper-
slapkan upaya peningkatan status Puskesmas,

Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat JI Banyu-
mas Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pelayanan Keschatan pada Rumsh
Sikit Umum Kabupatea Daerah Tingkat [ Banyumas yang telah . diun-
dangkan pada tanggal 9 Januari 1988 dan dimuat dalam Lembaran Dz
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor | Tahun
1988 tidak mengatur tentang Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan
I[\)dasya;'akat, olch karena itu perlu - aitetapkan dalam bentuk Peraturan

aerah,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Gukup jelas.
Pasal 2 ayat (1) dan (2) Cukup jelas.
ayat (3) ¢ Kecuali dengan Rekomendasi Kepala i

nas Kesehatan Kabupaten dan mendapat
1zin dari Bupati Kepala Dacrab,



¥ Pasql

Pasal

Pasal

‘Pasal
Pasal
Pzsal

Pasal
Pagal

Pﬁsal

Pasal

Pasal

3
4 ayat (1) huruf a
huruf b

huruf ¢

5 ayat (1)
ayes (A

o\‘..

8 =yat (1)
| ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)

9 s/d 12
13 ayat (1)

ayat (2)'
14

15 ayat (1)

ayat (2)
16

— 2~

: Gukup jelas
t Cukup jelas
t Cukup jelas

: Yang dimaksud dengan ” Surat lain yang

dipandang perlu” antara lain : Surat Pe-
ngantar/keterangan dari pejabat yang ber
wenang, surat bukti peserta Askes, Usaha
Kesehatan Sekolah/Usaha Keschatan Gigi
Sekolah (UKS/UKGS), Veteran, Perintis
Kemerdekaan dap sebagainya.

‘: Cukup jelas
: Cukup jelas

Cukup jelas

: Gukup jelas

Cukup jelas

;. Cukup jelas
: Cukup jelas |
. Yang dimaksud dengan yang berwajib

ialah Muspika setempat.

: Cukup jelas

. Kepuala' Puskesmas dépat memberikan kebi

jaksanaan untuk tetap melayani penderita

: Cukup jelas
. Yang dimaksud dengan ” dalam hal - hal

tertentu ”’ misalnya : karena penyakitnya
dipandang membahayakan penderita atau
perlu dirawat cukup lama, lebth dari 3

(tiga) hari

.:‘Hari masuk sesudah jam 18.00 tidak di-

hitung.

. Cukup jclaé

. Yang dimaksud dengan » segala sesuatu ”’




—_3 =

meliputi pemeriksaan, pemeriksaay, ]abor.
torium dan pcngobatan, o

17 s/d 23 : Cukup jelas

> Yang dimaksud dengan administrag;» ad,
lah biaya pengganti barang cetakap Vany
dipergunakan.

huruf b : Yang dimaksud dengan ”pengobatan” ady
lah  pemakaian dan penggunaan obat.
obatan ( bahan - bahan lain) oleh tenag,
medis dan para medis dan tenaga kege.
hatan yang ditunjuk dengan maksud seha
gai upaya menyembuhkan penderita atay
mengurangi/menghilangkan gejala - gejala

Pasal
Pasal 24 huruf a

penyakit.
Pasal 25 s/d 97 : Cukup jelas
Pasal 28 : Yang dimaksud dengan “kurang mampu”

adalah penderita yang dinyatakan dengan
Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah dj-
ketalui Camat, termasuk mereka yang di-
pelihzra oleh Badan Sosial yang sudah di
sahkan oleh Badap Hukum dengan mem-
bawa surat dari Instansi yg, bersangkutap

Pasal 29 4/d 31 ‘Cukup jelas

Pasal 32 ayat (1)
ayat (2) : Ketentuan perundangan  dimakgyq pada
ayat ini antara laip Keputusan Bersama

Menteri Kesehatap dan Menteri Dalam Ne

gerl Nomor : 684a/MENKES/SKB/JX/1987

Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman

Pelaks.naay Pungutan Retribuysi Pelayanan

- Keschatan Dggyy Jo Keputusan Gubernur

‘ Kppala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor 440/42/88 tentang Pedoman Pelak-
Sana Pengounaap Potongan Langsung olch

Sarana  Pelayanap Kesehatan dasar dan

Tata Cara Pcrtangﬂunc'awabann a
Pasal 33 s/d 34 ¢ Cukup jelas o '

Cukup jelas

LX ]



KEPUTUSAN GUBERNUR Kgp
JAWA TENGAH NOMOR ;

PENGESAHAN PERATURAN DAER A
KAT 11 BANYUMAS NOMOR | Tag
KESEHATAN PADA PUSAT KESEQ

DAERAH TINGK

SALINAN

ALA DAERAH TINGKAT |
188.3/204/1988
TENTANG

H KABUPATEN DAERAH TING.

UN 1988 TENTANG PELAYANAN

ATAN MASYARAKAT KABUPATEN
AT II BANYUMAS,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGEKAT 1 JAWA TENGAH

Membaca . a,

<b.

e
!

“Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas,

tanggal

22 Jun1 1988 Nomor 188,3/1423 perihal permohonan penge-

sahan .Peraturan Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu-
mas Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pelayanan Kesehatan

pada Pusit Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas.

Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Da-
erah yang dimaksud:

Mengingat  : 1,

o Lo W N

Pasal 40 ayat (4, dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3)
Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974,

Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950. .
Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987,

Keputusan Gubernur Kepala Dacrah Tingkai 1 Jawa Te-
ngah tanggal 14 April 1988 Nomor: 440/42/88.



Menetapkan

o

MEMUTUSKAN: :

Mengcsahkah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah‘Tinght‘

Banyumas Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pelayang, Kese n
Pada Pusat Keschatan Masyarakat Kabupaten Daerap, 'I"'h%

. lll x
II Banyumas, dengan perubahan sebagaimana tcrlampir_ By

Ditetapkan di : Semaran g

Pada tangeal  : 19 September 19gg
WAKIL GUBLRNUR XEPALA DAERAH TINGRR;
JAWA TENGAH l

Jidang I,
t.t.d.

Drs. SOENARTEDJO
NIv. : 00021 090

SALINAN Keputusan inj disampaikan kepada Yol

)

th

N o w

R. ABDOEL MOECHNI, SH.

. Menteri Dalam Negeri di Jakarta

Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertaf
l (satu) lembar Peraturan Daerah,

Bupati Kepala Daerah Tingkat I Banyumas di Purwokerto
Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkac 1] Banyumas di Purwokerto
Pembantu Gubernur Jawa Tengah untyk Wilavah Banyumas di Furwokerto

Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerap Tingkat I Jawa Tengah

Sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

NIP. : 500 037 588



LAM
PIRAN; Keputusan Gubernur Kepala

?acrah Tingkat I Jawa Tengah:
anggal : 19 Septembar 1988
Nomor 188,3/204/1988

AN ATAS PERAT |
pERUBAH URAN DAFE
TINGKAT 11 BANYUMAS NOMOR ] ?Z:IAH LABUPATEN DAERAH

JANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEIEIJ}:TIQSS TENTANG PELA-

AN MASYARA
pATEN DAERAH TINGKAT \ KAT KA-
UPATER II BANYUMAS. |

L. ” Iudul ” dan diktum i h{cnctapkann’ setelah ‘ i
Masyarakat >> disisipkan perkataan > Dj » ah perkataan ”’ Pusat Kesechatan

5. Konsiderans ~’ Menimbang  :

a, Huruf a diubah dan dibaca:

» 3 bahwa dalam rangka perluasan jangkauan dan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maka mutu dan jenis pelaya-

+ nan pada Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditingkatkan dan di-
kembangkan ”’

b. Huruf b, perkataan > Seri B Nomor 1 Tahun 1988 diubah menjadi ”No-
mor 1 Tahun 1982 Seri B ”, selanjutnya perkataan ” tidak mengatur” di-
ubah dan dibaca ”belum mengatur”.

c. Huruf ¢ diubah dan dibaca sebagai berikut:

» ¢ bahwa berhubung dengan hal tersebut, dipandang perlu- mengatur
pelaksanaan pemberizn pelayanan kesehatan pade Pusat Kesehatan
Masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan
Peraturan Daerah ”’ _

3, Semua tanda baca ”’ titik ” pada dasar hukum *’ Mengingat > kecuali dasar
hukum terakhir diubah menjadi ” titik koma 2, ' -

4 Pasal 1 huruf e diubah dan dibaca ¢

»e Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas

adalah suatu sarana yang melaksanakan pclayan?n upaya kcschata.n
secara paripurna kepada masyarakat sebagai Unit Pelaksana Tcl;.ms
Dinas Kecsehatan - Kabupaten Daerah Tingkat II Bany'umas gatar;l
bidang pelayanan Kesehatan termasuk didalamnya Balai Pengobatan,

Balai Keschatan Ibu dan Anak (BKIA).”

’? para medis >’ disisipkan perkataan

3. Pasal 2 ayat (3), setelah perkataan

CS% » dimaksud ayat (1) Pasal ini .

6. Pasal 9 ayat (3), perkataan ” ketenteramannya ’
tramannya .

s djubah menjadi »” keten-



.2'_- j

’ i’ i .adi ha] i "

’
8.  Pasal 19, perkataan " Pasal 18 d
nya diantara perkataan ”Dllc’l’"h L
"untuk kegiatan fungsional ™. 3
9.  Pasal 21, perkataan ;' Kepala Dinas Kcschatan Kabupaten ° ity
. L ) 3y
menjadi » Kepala Dinas Kesehatan ™. )
10. Pasal 25 huruf a, pada akhir kalimat ditambah'kfin ’;,Jcrkata.an dan I
tuk pelayanan keschatan pada Puskesmas Keliling ”, selanjutnya ketey,
tuan huruf d dihapus

I, Pasal 32 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Pasal 32

” (1) Semua penerimaan / pendapatan dari pelayanan kese.hatan di ma.
sud Pasal 25, 26. 27, 29 dan 30 Peraturan Daerah ini disetorkap
Kekas Daerah. e

(2) 25% (dua puluh lima persen ) dari penerimaan tersebut ayat (1)
Pasal ini disediakan untuk keperluan pembiayaan kegiatan ope.
rasional Puskesmas dengan perincian . ;

diubah menjadi ” Pasal 17,

oy lap;
» dan ” yang " disisipkan p -

crk;ha.

a,  15% untuk pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan:
b. 10% untuk biaya operasional;

Yang tata cara penggunaann
berlaku,

12. Dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, perkataan * Pasal 295/d34 ; Cukup
jelas ” diubah dan dibaca sebagai berikut -

> Pasal 29 s/d 31 i Cukup jelas.
Pasal 32 ayat (1) . Cukup jelas,
ayat (2) : Ketentuan berundanp

ya mengikuti ketentuan perundangan yang

gan dimaksud pada ayat 1ni

San Bersama Menteri Kese-

hatan dan Mengey Dalam Negeri Nomor : 6343

/MENKES/SKB/IX/iQB?; Nomor 87 Tahun 1987
tentang Pedoman Pe I

laksanaan Pungutan Retribus'
Pelayanan Keschatan Dasar jo, Keputusan Gv
bernur Kepaly Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
Nomor 443/42/88 tentang Pedoman Pelakss



—Fa

Ill,alPtnggunaan Potongan Langsung oleh Sarana
elayanan Keseha_tan Dasar dan Tata Qara
Pertanggung Jawabannya,

J

pssal 33 dan 34 : Cukup jelas

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

BIDANG 1,

ttd,
‘cesuai dengan aslinya.

Kepald Biro Hukum,
ttd.

Drs. SOENARTED]JO
NIP. 010021 090

r. ABDOEL MOECHNI SH.
™ NIP. 500037 588




